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PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

RANCANGAN PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN  2019
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH,
	Menimbang
	:
	a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara  terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355 );

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);

11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional : Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14); 
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35); 
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);

17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019); 
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;

19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor  10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor  13 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang /Jasa di Desa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APB Desa; 
21. Surat Keputusan Camat Dawan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Sampalan Tengah Tahun 2018 Momor 3).


Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPALAN TENGAH
dan
PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH
MEMUTUSKAN 
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.


Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
:
Rp.  1.898.061.214,00 
2. Belanja Desa
:
Rp.  2.002.876.015,09

Surplus/Defisit
:
Rp.   (104.814.801,09)
3. Pembiyaan

a. Penerimaan Pembiyaan
:
Rp.     204.806.181,09
b. Pengeluaran Pembiyaan 
:
Rp.     100.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)
:
Rp.     104.814.801,09
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5
(1)
Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2)
Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3)
Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4)
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sampalan Tengah.
	  Ditetapkan di  Sampalan Tengah

  pada tanggal  8 April 2019


	
	PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH,
  I WAYAN  MUDIARTA


Diundangkan di  Sampalan   Tengah
pada tanggal 8 April 2019
SEKRETARIS DESA SAMPALAN TENGAH,
I KADEK SUKARTA
LEMBARAN DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 2

KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAMPALAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPALAN TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPALAN TENGAH,

	Menimbang   :
	a.

b.

c.
	bahwa berdasarkan perubahan pagu indikatif yang diterima desa, maka perlu dilakukan Pembahaan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019 oleh Perbekel;
bahwa berdasarkan musyawarah desa tanggal 28 Pbruari 2019 terhadap pagu indikatif  desa telah disepakati Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sampalan Tengah.



	Mengingat     :
	1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan  Di Desa   ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2010 Nomor 12);
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 1); 


MEMUTUSKAN :
Menetapkan 
:
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019
KESATU
 :  
Memberikan kesepakatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun 2019 dengan rincian : 
	1
	Pendapatan Desa
	Rp.
	1.898.061.214,00

	2
	Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. Bidang Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak desa
	Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
	712.964.429,29
1.027.602.235,45
196.398.400,00
58.298.950,35

7.612.000,00

	
	Jumlah Belanja                                                               
	Rp.
	2.002.876.015,09

	
	Surflus/Defisit
	Rp.
	(104.814.801,09)

	3
	Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.

Rp.
	204.814.801,09
100.000.000,00

	
	Selisih Pembiayaan (a-b)
	Rp.
	101.806.181,33


KEDUA
:
Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah

KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan persetujuan ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





     Ditetapkan di  Sampalan Tengah





     Pada Tanggal  4 Maret 2019
	Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Desa Sampalan Tengah,

I WAYAN WIJAYA


BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
Nomor  : 910 /         / Pem

Nomor  : 4 / BPD-ST/2019
KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 

DESA SAMPALAN TENGAH

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. I Wayan Mudiarta
:
Perbekel Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. I Wayan Wijaya
:
Ketua BPD Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut Pihak Kedua
Menyatakan bahwa 
1. Pihak Kedua  telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan Pihak Pertama  sesuai dengan format yang menjadi lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019.
2. Pihak Pertama dapat menerima dengan baik kesepakatan yang dilakukakan oleh Pihak Kedua terhadap Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang pada point 1 setelah mendapat pembahasan dan kesepakatan bersama pihak kedua.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Dawan untuk   mendapat evaluasi setelah ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dalam rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PIHAK PERTAMA

I WAYAN MUDIARTA
	
	PIHAK KEDUA

I WAYAN WIJAYA


DAFTAR HADIR 

Hari /Tanggal
: Minggu, 11 Nopember 2019 

Jam 
: 17.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Pembahasan Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD terhadap Rancangan Perubahan APBDes Sampalan Tengah Tahun 2019
	NO
	NAMA
	UNSUR/JABATAN
	TANDA TANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


BERITA ACARA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini sabtu tanggal dua bulan maret tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan Musyawarah BPD guna menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana dalam daftar hadir dan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berita acara ini.


Musyawarah telah memutuskan untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menyesuaikan dengan hasil evaluasi dengan rincian penggunaan sebagai    berikut :

	1.
	Pendapatan Desa
	Rp
	1.898.061.214,00

	2.
	Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. Bidang Pembangunan 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang tak terduga
	Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
	712.964.429,29
1.027.602.235,45
196.398.400,00

58.298.950,35
7.612.000,00

	
	Jumlah Belanja                                                               
	Rp.
	2.002.876.015,79

	
	Surflus/Defisit
	Rp.
	(104.814.801,09)

	3.
	Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.

Rp.
	204.814.801,09
100.000.000,00

	
	Selisih Pembiayaan (a-b)
	Rp.
	104.814.801,09


Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)


DESA SAMPALAN TENGAH
1. Ketua / Anggota

:  I Wayan Wijaya
(……………………)

2. Wakil Ketua/Anggota

:
I Wayan Suarta
(……………………)

3. Sekretaris / Anggota

:
I Putu Aryawan
(……………………)

4. Anggota

:
I Komang Ariyasa
(……………………)

5. Anggota

:
Ni Komang Ernawati
(……………………)

6. Anggota

:
I Nyoman Subagiana
(……………………)
7. Anggota

:
I Wayan Suita
(……………………) 

BERITA ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2019
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 di Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali pada :


Hari 
: Kamis, 28 Pebruari 2019 

Jam 
:
 17.00 Wita


Tempat
:
 Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaiman daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

a. Materi

Pencermatan Pagu Indikatif Desa
Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019,

Penyesuaian  Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dengan  Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang RKP - Desa Tahun 2019
Menyepakati hasil Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019
b. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah
: I Wayan Wijaya 
dari Unsur BPD

Notulen

: I Putu Aryawan
dari Unsur BPD

Narasumber

:
1. I Wayan Wijaya
dari Unsur BPD



2. I Wayan Mudiarta
dari Unsur Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019.
1. Perbekel bersama PPKD menyusun Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 menyesuaikan Pagu Indikatif Desa dan RKP Desa Tahun 2019. 
2. Dalam menyusun Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 agar menyentuh pada semua Bidang yaitu :
a. Bidang Pemerintahan,
b. Bidang Pembangunan,
c. Bidang Pembinaan Masyarakat,
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa
3.
Pada Kegiatan Dukungan Beasiswa Miskin/Berprestasi disepakati Kegiatan ini menyasar pada siswa berprestasi tingkat Sekolah Dasar di yang bersekolah di SD N Sampalan Tengah.

4.
Pada Bidang Pembinaan ditekankan agar bisa merancang anggaran kegiatan yang berhubungan dengan Kepemudaan di Desa agar bisa mengarahkan para pemuda pada kegiatan positif dan menjauhi hal – hal negative serta Kegiatan Pembinan Seni yang merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan yang kini mulai menggeliat, sedang kegiatan – kegiatan lain sudah sesuai seperti pembahasan
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
	Perbekel Desa Sampalan Tengah

( I Wayan Mudiarta )
	
	Sampalan Tengah, 28 Pebruari 2019
Ketua BPD Desa Sampalan Tengah

( I Wayan Wijaya )

	Wakil Kelompok Masyarakat
( I Made Wira )


DAFTAR HADIR 

Hari /Tanggal
: Jumat, 28 Juni 2019 
Jam 
: 17.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2020.
	NO
	NAMA
	UNSUR
	TANDA TANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
Nomor  : 910 / 310 / Pem

Nomor : 04 / BPD-ST/2019
KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 

DESA SAMPALAN TENGAH

TENTANG

PENYESUAIAN, PENYEMPURNAAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
Pada hari ini Sabtu tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. I Wayan Mudiarta
:

Perbekel Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. I Wayan Wijaya
:
Ketua BPD Desa Sampalan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sampalan Tengah selanjutnya disebut Pihak Kedua
Menyatakan bahwa 

1. Pihak Kedua  telah membahas dan  menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan Pihak Pertama dengan Penyesuaian dan Penyempurnaan sesuai Keputusan Camat Dawan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan format yang menjadi lampiran dalam Peraturan Desa Sampalan Tengah Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019.
2. Pihak Pertama dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan  penyempurnaan  RAPBDes Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan pada point 1.

3. Pihak Pertama telah melaksanakan Penyesuaian dan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan Penyempurnaan sebagaimana tertuang dalam  Keputusan Camat Dawan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019
4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Camat Dawan terhadap terhadap Penetapan Penyesuaian dan Penyempurnaan dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2019
Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dalam rangkap 2  ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PIHAK KEDUA

I WAYAN WIJAYA
	
	PIHAK PERTAMA

I WAYAN MUDIARTA


DAFTAR HADIR

Hari /Tanggal
: Rabu, 28 Nopember 2019 

Jam 
: 17.00 Wita

Acara
:
Musyawarah Pembahasan Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD terhadap Penyesuaian, Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan Perubahan APBDes Sampalan Tengah Tahun 2019
	NO
	NAMA
	UNSUR/JABATAN
	TANDA TANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAMPALAN TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

KESEPAKATAN PENYESUAIAN, PENYEMPURNAAN DAN PENETAPAN 

 RANCANGAN PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPALAN TENGAH,

	Menimbang   :
	a. Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Dawan  Nomor 37 Tahun 2019, tanggal 5 April 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyempurnaan dan Penyesuaian oleh Perbekel Desa Sampalan Tengah dan Badan Permusyawaratan Desa Sampalan Tengah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan;

b. bahwa berdasarkan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel Desa Sampalan Tengah tanggal 6 April 2019 telah disepakati penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sampalan Tengah.



	Mengingat     :
	1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan  Di Desa   ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14); 
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35); 
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019); 
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor  10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019. 


MEMUTUSKAN :
Menetapkan 
:

KESATU
: 
Memberikan Kesepakatan terhadap Penyesuaian dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel. 

KEDUA 
:
Kesepakatan sebagaimana dimaksud point kesatu terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa 
:
Rp.  1.898.061.214,00 

2. Belanja Desa
:
Rp.  2.002.876.015,09
Surplus/Defisit
:
Rp.   (104.814.801,09)

3. Pembiyaan

a. Penerimaan Pembiyaan
:
Rp.     204.806.181,09

b. Pengeluaran Pembiyaan
:
Rp.     100.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)
:
Rp.     104.814.801,09

KEDUA
:
Segala biaya yang ditimbulkan oleh Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah

KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan persetujuan ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





     Ditetapkan di  Sampalan Tengah





     Pada Tanggal 8 April 2019
	Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Desa Sampalan Tengah,

I WAYAN WIJAYA


